
BUPATI BARJTO UTARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENE'l'APAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 
TAHON ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mcn((in~at 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa berdasar keten tuan pasal 126 pada ayat (3) Pera.turan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerilh sebagaimana telah 
diubah bcberapa kali tcrakhir tkngan Peraturan Menleri 
Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
kodua ~l>1s Pcrat11ran Mentc,i Dalam Negcn Nomor 13 'l'ahun 
2006 bahwa Mekanismc pengcloli ,an anggaran kas 
pemerintab daerah ditetapkan dalam pcraturan kcpala 
dc1crah1 unLuk pelak~~na~m Ann~ara.n P<:nciapa1an dan 
Belauja Da.crah (Af>BOJ, Pejabat f'engelola Kcuangan Dae.rah 
\!'PKO) sei~l<u H,•ndahara Umum DRerah (BlJ I)) menyu~un 

anggaran ka" pcmerintah dacrah !(Ulla menp,:,tur kc·tcrscd iatm 
do.."la yang cuku p unutk incndan::ij pcngduaran-pcngcJt1Hran 
scsuai dcng:m rc.ncana penaiikan ctana yang ter<'anturn ,Jalam 
IWA-SKPD yang telah rliAAhkan: 

b. Uahw;t lJerUu~ar·kn,n pcrfimb(1ng::in pm.la hurtJp a 1 pt:rlu dial\.lr 
penctapilnny~1 dengAn Pcn.1turw1 Hu_pali Uariw Utnra; 

I. Undang- Undnn~ Nomor 27 1'abu11 I 'l59 tt.:nt,mr, l'r.nclapun 
Ur:d»n.~·Unc!cmg OaruraL Nomor 3 Tuhun 19!'>3 LCnl~ ug 

,'cmbt'ntuk,m Oaero.h ·1~11gk~1 JI di K,ilirn,mt,m (Lembaran 
Nt~gwa l~l~l)ublik h1don1::-;ia ·r\,huu 1 =.l:53 Nvmor 9} :S.l·bag;(l 
llndw,p,•Unclang (Lcmbaro.n Negara Tahun IYt,\J Nornor 7'1. 
Tarnbahan l.cmbumn Ner,ura Nomor IR'.'.()): 

.>. Urn..!ang-U nd.uH~ Nt,11MJ 28 'l'ahu,1 I <.J99 Lew anx 

1'1:nyrk:nt~v..araan Nr.t~ra yan-(s Bcrsih rk;n Bebas dari Korupsi, 
!-..olrn:.i dru1 Ncpolismc! (I .r:mbon.u, Ncr,:.tn-l l~~pubiik tndom•:-iiA 

Tahux, J()Ci9 Nun"'r 75, Tambahan J,<,mbarwn Nt{;ara l~cpul:>lik 
lr,rl>'n1·sin N<>•nor :1$., I): 

:t Unc.!.:.1nh ·Unrl~10.g N1.m1or 17 Tahu11 '200:~ tc:utacg f<1"1.mngau 
N<-K~r:1 ff.cmburan N~w1ra Rcpu.hl ik Indonesia '1'ahun 2003 

Nvinur ,17, Tuinl1ahu1t Lcmb;'lrn(l Ncg:-ir;:, l~1.:puiJlik l11thu1c$hl 
Nomor ~286) ; 



4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 temang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undaag-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenLang Sistem 
Perencanaao Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan ancara Pemerintah Pusac dan Pemerintaban Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negl)Ia Rcpl(blik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
da.n Retribusi Daerah {Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan J.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 . Undang•Undang Nomor 12 'Cahun 201 l tentang Pembentukan 

Peratu.ran P-erllJldang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 1 l Nomor 82, Ta.mbahan Lcmooran 
Negara RepU1blik Indonesia Nomor 5234); 

JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lcnlru1g Perncrinlahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 55871; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnun, (Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia 'fahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran N<lgara Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peratu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tcnw11g 

Pinjaman Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tah11n ?.005 Nomor 136, Tambahau Lcmbaran Negara 
l?epublik Indonesia Nomor 4574); 

l3. r enMur.m Pcmenntah Nomor !;5 'l'ahun ?.005 tentang Oana 
Perimbangan (Lcmbaran Negara Rc:puhlik lndoni,i,ja To.hun 

2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negarn Republik 
lndonc~ia Nomor 4575): 

l 4. rcratu rnn PcmcrintaJi Nomot 56 Tahun '200:i tentang Si~tem 
lnformas, Keuangan Dar.rah (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia 'l'ahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan L<:rnbarnn 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 45?6); 
15. Pera.I nran Pr-n.1eriptah Nomor 58 Taf)l.111 '200;) lctJlang 

Pc,ngciolaan i,cua 11gan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
I 11<lm1csta Tahun 2005 Nomor l 10, Ta mhn h3n Lembaran 

Negara Republik I ndoncsia Nomor ~ 578); 

l 



16. Perarurar, Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman f>enyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembarao Negara Repub!ik lndonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lcmbarru1 Negru-a Repub!ik Indonesia 
Nomor 4585); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4539); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja. lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembara_n Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

l 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talmo 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana_ 
telah diubah beberapa kali cerakhir dengan Peraturan Menlcn 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I tentru1g Perubahan 
kedua alas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006; 

20. Peralu ran Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 lentang Standar 
Akuntansi Pemeriocahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165}; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bari lo Utara Nomor 3 Talnrn 
2010 tenumg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daera h Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tabun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 201.5 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 
20 16. 
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BAB I 
KETENTUAtf UMUM 

Paaal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang: dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara ; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara u.rusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Togas Pembantuan 
dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUO RI l 945 ; 

3. Pemerintahan Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Utara; 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkaL APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara ; 
6. OPA-SKPO adalah Ookumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Oaerah; 

7. Anggaran Kas adalah anggaran yang menurut perkiraan Arus Kas Masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan 
untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ; 

8, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya disebut 
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBO dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ; 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
betindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ; 

BAB II 
ANGGARAN KAS 

Paaal 2 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Oaerah guna mengatur 
ketersediaan dana dana yang tercantum dalarn OPA-SKPD yang telah 
disahkan. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J memuat perkiraan Arus 
Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar 
yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap pcriode, 
sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian dan satu 
kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KET:ENTUAJf PENUTUP 

PaaaJ 3 

Pelaksanaan Anggaran Kas Oaerah yang ditetapkan dalam peraturan ini 
d.ituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 
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Pasa14 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal I Januari 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati d.engan penempatannya dalam Berita Daerah. 
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Diundangkan di Muara 'l'eweh 
pada tanggal 4 Januari 2016 

SEKRE'l'ARIS DAERAH 

~ ~ 

------JAJNAL ABIDIN 
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Ditetapkan di Muara 1'eweh 
pada tanggal 4 Januari 2016 

BUPATI BARITO UTARA 

f!!:::... 

DERITA DAERAH KABUPATEN BARITO OTARA TAHUN 2016 NOMOR 3 
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